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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram

yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam

tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, para

terdakwa yaitu:
TERDAKWA I:

Nama Lengkap
Tempat Lahir

Umur / Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Kebangsaan
Tempat Tinggal

Agama
Pekerjaan
Pendidikan
TERDAKWA II:

Nama Lengkap
Tempat Lahir
Umur / Tanggal
Lahir

Jenis Kelamin
Kebangsaan
Tempat Tinggal

Agama
Pekerjaan
Pendidikan

JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALLI

Singa;

50 tahun / 29 Maret 1971;

Laki-Laki;

Indonesia,;

Sesuai KTP : Rt 004 Rw 002 Dsn. Singa

Ds. Benete Kec. Maluk Kab.Sumbawa Barat
Domisili : Rt.11 Dsn.Otak Kris Ds. Maluk
Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat

Islam;

Karyawan Swasta;

SD (tidak tamat);

MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN
Benete;
42 tahun / 08 Agustus 1979

Laki-Laki

Indonesia

Rt 04 Rw 02 Dsn. Singa Desa Benete Kec.
Maluk Kab.Sumbawa Barat

Islam

Wiraswasta

S1 Hukum Management di Universitas

Muhamadiyah Malang.

Terdakwa | dan Terdakwa Il ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober

2021,

2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09

Nopember 2021;
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3. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Nopember 2021sampai dengan tanggal 03
Desember 2021;
4. Perpajangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal
04 Desember 2021 sampai dengan 01 Febuari 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
sejak tanggal 2 Febuari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022
Terdakwa | dan Terdakwa Il didampingi oleh Penasihat Hukum: 1.
ABDUL HANAN, SH., 2. SUHADATUL AKMA, SH., 3. LULUK AINU MUFIDA,
SH., 4. TITI YULIA SULAEHA, SH.,5. MUHAMMAD YANI, SH., 6.
LESTARI,SH., Advokat yang berkantor di POSBAKUMADIN Jalan Piranha Il
Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat-
NTB, bertindak sebagai Penasehat Hukum TERDAKWA |, dalam perkara
Tindak Pidana Korupsi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr berdasarkan
Penetapan Nomor 16/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr Tanggal 30 Desember
2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Mataram Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr tanggal 04 Nopember
2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr tanggal 04
Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Mataram Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr tanggal 31 Januari
2022 tentang pergantian susunan penunjukan Majelis Hakim,;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa |
serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDS-05/KSB/Ft.2/01/2022
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, Terdakwa | JABIR ZANELA Alias JABIR Bin
MURSALI dan Terdakwa Il MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN terbukti secara
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sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana

Korupsi “Yang Melakukan, yang meyuruh melakukan, atau yang turut serta

melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair

penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Terdakwa | JABIR ZANELA Alias
JABIR Bin MURSALI dan Terdakwa Il MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN
dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi
selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan
perintah para masing-masing terdakwa tetap ditahan dan denda masing-
masing sebesar Rp. 200.000.000.- (Dua ratus Juta Rupiah) subsidair
masing-masing terdakwa selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa terdakwa |1 JABIR
ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI dan terdakwa Il MANSYUR, HMS Bin
H. SABIRIN atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar Uang
pengganti sebesar Rp 790.370.000,00,- (tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga
ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar
paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya masing-masing terdakwa
dapat disita dan dilelang untuk menutup Uang Pengganti tersebut dan jika
masing-masing terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk
membayar yang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing-
masing terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) lembar SKPT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) Nomor
Nomor : 119/789/IV/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama JABIR
ZANELA seluas + 7.300 M2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok
Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab.
Sumbawa Barat yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala Desa
(MANSYUR HMS).

2. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga N0.5207082708103555, atas
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nama Kepala Keluarga JABIR ZANELA.

3. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah
sistimatis lengkap tahun 2019 Nomor Berkas 5356/2019 atas nama
Pemohon JABIR ZANELA yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Formulir Isian Iventarisasi dan Identifikasi Peserta
Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap atas nama Pemohon JABIR
ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2018.

b. 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat Melalui Kegiatan Pendaftaran
Tanah Sistimatis Lengkap Tahun 2017 atas nama JABIR ZANELA,
tertanggal 22 Februari 2018.

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah dengan
luas + 1200 m2 (seribu dua ratus meter persegi) yang berlokasi di
Dsn.Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat
atas nama JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2020.

d. 1 (satu) lembar surat Keterangan Menguasaan Tanah Nomor : 599
atas nama JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2018.

e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BPHTP Terhutang atas nama
JABIR ZANELA, Tertanggal 22 Februari 2020.

f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama
JABIR ZANELA, tertanggal 22 Februari 2020.

g. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama
JABIR ZANELA.

h. 1 (Satu) lembar foto copy SKPT (Surat Keterangan Kepemilikan
Tanah) Nomor Nomor : 119/789/1V/2012, Tanggal 19 April 2012 atas
nama JABIR ZANELA seluas = 7.300 M2 (tujuh ribu tiga ratus meter
persegi) di Blok Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec.
Maluk Kab. Sumbawa Barat yang ditanda tangani oleh Pjs.Kepala
Desa (MANSYUR HMS).

4. 2 (dua) lembar SK (Surat Keputusan) Bupati Sumbawa Barat Nomor
149 Thn 2009 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan
Penjabat Kepala Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat,
ditetapkan di Taliwang tertanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani
oleh Bupati Sumbawa Barat (ZULKIFLI MUHADLI).

5. Peta Situasi tanah Pemda KSB berlokasi di Desa Benete, Tertanggal 07
Juli 2020.

Terhadap barang bukti di atas tetap dilampirkan dalam berkas

6. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 Aprii 2018 sebesar
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Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh JABIR
ZANELA.

7. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp.500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.

8. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 01 Juni 2018 sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ditanda tangani oleh JABIR
ZANELA.

9. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04 Juli 2018 sebesar Rp.500.000,-
(lima ratus ribu rupiah). yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA.

10. 1 (satu) lembar Kwitansi Tertanggal 23 Juli 2018. sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh JABIR ZANELA

11. 1 (satu) lembar Surat Penguasaan fisik Bidang tanah yang belum
ditanda tangani oleh SIRAJUDDIN (Selaku Kepala Desa Benete).

12. 1 (satu) bendel surat Permohonan Serifikat melalui kegiatan
pendaftaran Tanah sistimatis lengkap tahun 2019.

Terhadap barang bukti di atas dikembalikan kepada Sudirman Alias Man.

13. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah
sistimatis lengkap tahun 2019 atas nama Pemohon MULYADI.

14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah dengan
luas + 1454 m2 (empat belas ribu lima puluh empat) meter persegi atas
nama MULYADI, tertanggal 22 Februari 2020.

15. 1 (satu) lembar surat pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah
Nomor register : 597/97/VI1/2019, Tanggal 01 Juli 2019 atas nama
MULYADI.

16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian sebidang tanah Pertanian seluas 50
are di blok murun tungkur pantai Benete sebesar Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah) yang menyerahkan MULYADI dan yang menerima uang
MANSYUR HMs, Tertanggal 12 April 2013.

17. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian sebidang tanah Pekarangan /
Pertanian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)
yang menyerahkan MULYADI dan yang menerima uang MANSYUR
HMs, Tertanggal 12 April 2013.

Terhadap barang bukti di atas dikembalikan kepada Sdr. Mulyadi.

18. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah
sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 19735 atas nama
Pemohon MAKMUR MAJID beserta buku tanah hak Milik Nomor 00988,
tertanggal 06 Desember 2018 atas nama MAKMUR dan Surat Ukur
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Nomor : 00746/2018, tertanggal 16 November 2018 dengan luas 814
m2 (delapan ratus empat belas meter perseqi).

19. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah
sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 4398 atas nama Pemohon
DG.MASDAR beserta buku tanah hak Milik Nomor 097, tertanggal 07
Juni 2018 atas nama DG. MASDAR dan Surat Ukur Nomor
00264/Benete/2018,tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 972 m2
(sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi).

20. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah
sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 4418 atas hama Pemohon
ANNAJMUSSYAQIB beserta buku tanah hak Milik Nomor 499,
tertanggal 07 Juni 2018 atas nama ANNAJMUSSYAQIB dan Surat Ukur
Nomor : 00266/Benete/2018,tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 567
m2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi).

21. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah
sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 6473 atas nama
Pemohon HJ HUSWATUN HASANATI, S beserta buku tanah hak Milik
Nomor 515, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama HAJA USWATUN
HASANTI SARIFAH dan Surat Ukur Nomor : 00281/Benete/2018,
tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 1.055 m2 (sepuluh ribu koma lima
puluh lima meter persegi).

22. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah
sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 8852 atas nama
Pemohon RAPIAH beserta buku tanah hak Milik Nomor 626, tertanggal
07 Juni 2018 atas nama RAPIAH dan Surat Ukur Nomor
00396/Benete/2018, tertanggal 06 Juni 2018 dengan luas 347 m2 (tiga
ratus empat puluh tujuh meter persegi).

23. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah
sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 8837 atas nama
Pemohon H.JALINAN beserta buku tanah hak Milik Nomor 00942,
tertanggal 06 Desember 2018 atas nama JALINAN dan Surat Ukur
Nomor : 00706/2018, tertanggal 16 November 2018 dengan luas 704
m2 (tujuh ratus empat meter persegi).

24. 1 (satu) bendel Dokumen Warkah Permohonan Pendaftaran tanah
sistimatis lengkap tahun 2018 Nomor Berkas 19732 atas nama
Pemohon TAUFIK MALIK IBRAHIM beserta buku tanah hak Milik Nomor
00985, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama TAUFIK MALIK
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IBRAHIM dan Surat Ukur Nomor : 00743/2018, tertanggal 16 November
2018 dengan luas 253 m2 (dua ratus lima p[uluh tiga meter persegi).

25. 1 (Satu) bendel Daftar Nama Peserta Pendaftaran Tanah Sistimatis
Lengkap (PTSL) Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Tahun
2018.

26. 1 (satu) bendel Permohonan Sertifikat tanah yang berlokasi di Desa
Benete dengan luas Permohonan 16.104 m2 , tertanggal 26 Juli 2016
dengan Nomor Berkas Permohonan 7949 / 2016 atas nama
Pemohonan M.ENDANG ARIANTO, S. Sos . MM.

27. 1 (satu) bendel Permohonan Sertifikat tanah yang berlokasi di Desa
Benete dengan luas Permohonan 16.104 m2 , tertanggal 07 Oktober
2019 dengan Nomor Berkas Permohonan 16734 / 2019 atas nama
Pemohonan MUHAMMAD YUSUF, S.IP.

28. 1 (satu) bendel sertifikat Tanah atas nama TAUFIK MALIK IBRAHIM,
No. Hak : 00985 dengan luas tanah 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga
meter persegi) di Desa Benete, Tertanggal 06 Desember 2018.

29. 1 (satu) bendel sertifikat Tanah atas nama HJ. USWATUN HASANAH
SARIFAH, No. Hak : 515 dengan luas tanah 1.065 m? (seribu enam
puluh lima meter persegi) di Desa Benete, Tertanggal 07 Juni 2018.

Terhadap barang bukti di atas dikembalikan kepada Kantor Pertanahan

Kabupaten Sumbawa Barat.

30. 2 (dua) lembar SK (Surat Keputusan) Bupati Sumbawa Barat Nomor
1107 Thn 2011 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Benete
Kecamatan Maluk Kab. Sumbawa Barat (Pengangkatan saudara
MANSYUR Sekertaris Desa Benete sebagai Penjabat Kepala Desa
Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat), ditetapkan di Taliwang
tertanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Sumbawa
Barat (ZULKIFLI MUHADLI).

Terhadap barang bukti di atas dikembalikan kepada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Sumbawa Barat.

31.1 (satu) lembar Surat Penyampaian SP2D  Nomor
931.1/285/BPKD/2020, Tanggal 07 September 2020 yang ditanda
tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.
Sumbawa Barat (NURDIN RAHMAN, SE).

32. 1 (satu) lembar Salinan yang telah dilegalisir prinanan dari Aplikasi

Simda (Sistim Informasi manajemen Daerah) Surat Perintah Pencairan

Halaman 7 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana (SP2D) Kepada Bendahara Sekertaris Daerah Kab. Sumbawa
Barat Nomor : 131/SPM-LS/SETDA/2012, tanggal 19 Juli 2012, sebesar
Rp.517.159.500,00 (lima ratus tujuh belas juta seratus lima puluh
sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan Pelepasan Hak Atas
tanah untuk pembangunan pasar dan Terminal Benete.

33. 1 (satu) lembar salinan yang telah dilegalisir prinanan dari Aplikasi
Simda (Sistim Informasi manajemen Daerah) Surat Perintah Membayar
langsung Kepada Bendahara Sekertaris Daerah Kab. Sumbawa Barat
Nomor : 131/SPM-LS/SETDA/2012, tanggal 19 Juli 2012, sebesar
Rp.517.159.500,00 (lima ratus tujuh belas juta seratus lima puluh
sembilan ribu lima ratus rupiah

34. 7 (tujuh) lembar salinan yang telah dilegalisir prinanan dari Aplikasi
Simda (Sistim Informasi manajemen Daerah) Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPAD SKPD)
Tahun Anggaran 2012 Nomor DPPAD SKPD : 1.20 03 01 27 07 5 2.

35. 1 (satu) bidang tanah dengan luas seluas 347 m2 (tiga ratus empat
puluh tujuh) meter persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn.
Nangka lanung Ds. BeneteKec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan
bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 626 atas nama RAFIAH, dengan batas
— batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan lingkungan
Sebelah selatan berbatasan dengan DAENG MASDAR
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Lingkungan
Sebelah Barat berbatasan dengan Pak MUS.

36. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 814 m2 (delapan ratus empat belas
meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung
Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak Milik
Nomor : 00988 atas nama MAKMUR, dengan batas — batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik HARLEY
Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak De JOYO

37. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1065 m2 (seribu enam puluh lima
meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung
Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak
Milik Nomor : 515 atas nama HAJA USWATUN HASANAH SARIFAH,

dengan batas — batas :
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Sebelah Utara berbatasan dengan tanah muara

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bukit / Gunung
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pemda KSB
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pantai Benete

38. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga
meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung
Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat
Hak Milik Nomor : 00985 atas nama TAUFIK MALIK IBRAHIM. Dengan
batas — batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik SUDIRMAN
Sebelah selatan berbatasan dengan USWATUN HASANAH
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA
Sebelah Barat berbatasan dengan Muara / Sungai.

39. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 207 m2 (dua ratus tujuh meter
persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds.
Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti bukti Sporadik
atas nama SUDIRMAN, dengan batas — batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik HAJA JALINAN
Sebelah selatan berbatasan dengan TAUFIK

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA
Sebelah Barat berbatasan dengan MUARA.

40. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 44 m2 (empat puluh empat meter
persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds.
Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat atas nama | WYN
YUDARSANA, dengan batas — batas :

Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Milik ANNAJMUSSYAQIB.
Sebelah Timur Berbatas Dengan Tanah Milik DG. MASDAR.
Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Kosong.

Sebelah Barat Berbatas Dengan Sungai

41. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1.117 m2 (seribu seratus tujuh belas
meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung
Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti bukti
Sporadik atas nama MULYADI, dengan batas — batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PEMDA KSB
Sebelah selatan berbatasan dengan HGU PT.AMNT
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PURWANTO
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah DG. MASDAR
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42. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1065 m2 (seribu enam puluh lima
meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung
Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak
Milik Nomor : 515 atas nama HAJA USWATUN HASANAH SARIFAH,
dengan batas — batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah muara

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bukit / Gunung
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pemda KSB
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pantai Benete

43. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan
Tanah untuk Pembangunan Pasar dan Terminal di Desa Benete Kec.
Maluk Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012.

44. 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Peta Bidang Tanah
Nomor : 254/2019.

45, 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi Pendaftaran
Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat Kegiatan
penyerahan hasil pengadaan tanah, tertanggal 31 Agustus 2016.

46. 1 (satu) lembar Kartu Iventaris Barang (KIB) A Tanah dengan Nomor
Kode  barang : 01.01.11.02.001  dan Kode lokasi
12.15.09.04.01.12.01.00, tertanggal 11 Mei 2020.

Terhadap barang bukti di atas dikembalikan kepada Pemerintah

Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset

Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana

Korupsi Penjualan Sebagian Aset Tanah Milik Pemerintah Kab.

Sumbawa Barat yang berlokasi di Desa Benete, Kec. Maluk, Kab.

Sumbawa Barat oleh Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor

: 700/05-IX/LHP.Itp.sus/INSP/2020 tanggal 28 September 2020, yakni:

47. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 567 m2 (lima ratus enam puluh tujuh
meter persegi) yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung
Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak
Milik Nomor : 449 atas nama ANNAJMUSSYAQIB, dengan batas —
batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
Sebelah selatan berbatasan dengan MAHDAR / 1 WAYAN YUDARSANA
Sebelah Timur berbatasan dengan HAJA RAFIAH
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Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan / Sungai
Terhadap barang bukti diatas tanah seluas 558 M? (lima ratus lima
puluh delapan) Meter persegi dikembalikan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset
Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat dan tanah seluas 9 M?
(Sembilan) meter persegi dikembalikan kepada sdr. Annajmussyagqib.
48. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 704 M? (ujuh ratus empat) meter
persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds.
Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti sertifikat Hak
Milik Nomor : 00942 atas nama JALINAN, dengan batas — batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ABDUL HAMID
Sebelah selatan berbatasan dengan JABIR ZANELA
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PEMDA KSB Sebelah Barat
berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA.
Terhadap barang bukti diatas bahwa tanah seluas 520 M? (lima ratus
dua puluh) meter persegi dikembalikan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset
Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat dan Tanah seluas 215 M?
(dua ratus lima belas) meter persegi dikembalikan kepada sdr. Jalinan.
49. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 972 M? (Sembilan ratus tujuh puluh
dua) meter persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka
lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti
sertifikat Hak Milik Nomor : 497 atas nama DG.MASDAR, dengan batas
— batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik FATIA
Sebelah selatan berbatasan dengan Gunung
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PEMDA
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah JABIR ZANELA
Terhadap barang bukti diatas bahwa tanah seluas 757 M? (tujuh ratus
lima puluh tujuh) meter persegi dikembalikan kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan
Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat seluas 215 M? (dua
ratus lima belas) meter persegi dikembalikan kepada sdr. DG. Masdar.
50. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1.200 M? (seribu dua ratus) meter
persegi yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka lanung Ds.
Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan bukti bukti Sporadik
atas nama JABIR ZANELA, dengan batas — batas :
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Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik HAJA JALINAN

Sebelah selatan berbatasan dengan USWATUN HASANAH

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PEMDA KSB

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SUDIRMAN
Terhadap barang bukti diatas bahwa tanah seluas 945 M? (Sembilan
ratus empat puluh lima) meter persegi kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pendapatan dan Aset
Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat dan Tanah seluas 225 M?
(dua ratus dua puluh lima) meter persegi dikembalikan kepada sdr.

Jabir Zanela;
5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang
pada pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan Para Terdakwa JABIR ZANELA BIN MURSALI dan
MANSYUR, HMS BIN H. SABIRIN tidak terbukti secara sah melakukan
tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primair
melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan
yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

3. Memulihkan hak Para Terdakwa JABIR ZANELA BIN MURSALI dan
MANSYUR, HMS BIN H. SABIRIN dalam kemampuan kedudukan, harkat
serta martabatnya semula;

4. Menetapkan biaya perkara ini ditanggung oleh negara;

Subsidair :

1. Menyatakan Para Terdakwa JABIR ZANELA BIN MURSALI dan
MANSYUR, HMS BIN H. SABIRIN tidak terbukti secara sah melakukan
tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair
melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan
yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

3. Memulihkan hak Para Terdakwa JABIR ZANELA BIN MURSALI dan
MANSYUR, HMS BIN H. SABIRIN dalam kemampuan kedudukan, harkat
serta martabatnya semula;

4. Menetapkan biaya perkara ini ditanggung oleh negara;

Apabila hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Penasihat Hukum Para yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang

memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota Pembeleaan dari tim Penasehat hukum terdakwa
dalam perkara ini;

2. Menerima Replik/Jawaban Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana melanggar Pasal 2 Jo.
Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990
tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan
Undang_undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam
Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum

3. Mejatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagimana Tuntutan Pidana
Nomor Reg. Perk. Pds-05/N.2.16/Ft.2/10/2021 yang telah kami bacakan
dan serahkan dalam sidang hari Senen, tanggal 07 Febuari 2022.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa

terhadap Tanggapan Penuntut Umum, yang disampaikan secara lesan di

persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa | dan Terdakwa Il diajukan ke
persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan
No.Reg.Perkara:PDS-05/N.2.16/KSB/Ft.2/10/2021 Tanggal 21 Oktober 2021
sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa | JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI

secara bersama-sama dengan terdakwa Il MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN,

Halaman 13 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada
jangka waktu antara tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 30 September 2019

atau setidak-tidaknya antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019,

bertempat di Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat atau setidak-

tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35

ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo

Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana

Korupsi, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

melakukan perbuatan secara melawan hukum vyaitu melakukan

pemindahtanganan barang milik negara yang tercatat didalam Kartu lventaris

Barang (KIB) A. No.Reg.007 Kode Barang 01.11..02.001 berupa tanah milik

Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Barat yang terletak di Desa Benete, Kec.

Maluk, Kab. Sumbawa Barat dengan luas sekitar 6.583 m? (enam ribu lima

ratus delapan puluh tiga) meter persegi yang bertentangan dengan :

a. Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Pasal 58, 59 dan 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Pasal 326 dan Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007.

Yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sekitar

Rp 790.370.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu

rupiah), sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
sebesar Rp 790.370.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh
puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Sebagian

Aset Tanah Milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang berlokasi di Desa

Benete Kecamatan Maluk Kab. Sumbawa Barat Nomor: 700/05-

IX/LHP.Itp.Sus/INSP/2020, tanggal 28 September 2020, Perbuatan para

terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:
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- Bahwa untuk pembangunan sarana prasarana pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat pada tahun 2012 berdasarkan Surat Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumbawa Barat
Saudara Ibrahim, S.Sos., MM Nomor : 591/003/PEM/2012 tanggal 1 Mei
2012, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pengadaan tanah
untuk 6 (enam) lokasi yaitu :

a) Tanah untuk perluasan Bandara Sekongkang seluas +120.000 m?2
(seratus dua puluh ribu) meter persegi yang berlokasi di Desa
Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang;

b) Tanah untuk pembangunan SD Kertasari seluas +25.000 m2 (dua puluh
lima ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Labuhan Kertasari
Kecamatan Taliwang;

¢) Tanah untuk pembangunan Pasar dan Terminal Benete seluas + 15.000
m2 (lima belas ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Benete
Kecamatan Maluk;

d) Tanah Cadangan Pemerintah Daerah seluas + 15.000 m2 (lima belas
ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluk;

e) Tanah Cadangan Pemerintah Daerah seluas + 20.000 m2 (dua puluh ribu
meter persegi) yang berlokasi di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano;

f) Tanah untuk pembangunan perumahan nasional dengan luas + 30.000
mz (tiga puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Kelurahan Menala
Kecamatan Taliwang.

- Bahwa dari 6 (enam) lokasi tersebut salah satu diantaranya adalah tanah
untuk pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk
Kabupaten Sumbawa Barat yang dianggarkan dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan tersebut ditunjuklah Panitia
Pengadaan tanah melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor
531 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012, dengan susunan panitianya adalah
sebagai berikut :

No Nama Jabatan Kedudukan Dalam Tim

1 | Ir. W. Musyafirin, MM Ketua
Sekretaris Daerah

2 | M. Hasby AM, SH.,MH Wakil Ketua merangkap
Aisten Tata Praja dan Kesra Anggota

3 | Dodo Supardo, SH Sekretaris merangkap
Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Anggota
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Barat

4 | Ir. H. Amry Rahman, M.Si Anggota
Kepala Bappeda

5 | Masyur Yusuf, ST.,MT Anggota
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

6 | Ir. W. Musyafirin, MM Anggota

PIt. Kepala Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan dan Aset

7 | Ir. Muslimin,M.Si Anggota
Kadis Kehutanan Perkebunan dan
Pertanian

8 | Ibrahim,S.Sos.,MM Anggota
Kabag Adm. Pem. Umum

9 | Zainudin, SH.,MM Anggota
Kabag Hukum dan Organisasi

10 | | Made Budi Artha, S.Sos.,MM Anggota
Camat Maluk

11 | Mansyur HMS Anggota

Pjs. Kepala Desa Benete
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tanah tersebut telah dilakukan

tahapan berupa:

a. Pembentukan tim peninjauan Lokasi tanah untuk pembangunan pasar
dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat.

b. Peninjauan Lokasi dan Rapat Koordinasi dalam rangka penetapan
lokasi untuk pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete
Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Nomor : 591/008.1/PPT/2012 tanggal
14 Mei 2012 berisi penetapan lokasi tanah terletak di Desa Benete kec.
Maluk kab. Sumbawa Barat seluas + 17.000 m? (tujuh belas ribu meter
persegi) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Saudara Ir W.
Musyafirin, MM selaku Ketua Tim Penetapan Lokasi;

c. Penerbitan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 tahun 2012
tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk pembangunan pasar dan
terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat
tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012.

d. Pelaksanaan penyuluhan oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka
pengadaan tanah yang dihadiri oleh Kepala Desa Benete, Camat Maluk
, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pemilik tanah.

e. Pengumuman atas pengumpulan data fisik dan yuridis atas tanah yang
diadakan untuk kepentingan umum oleh pemerintah kab. Sumbawa

Barat terhadap tanah untuk pembangunan pasar dan terminal Benete

Halaman 16 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat seluas + 16.104 mz2.

(enam belas ribu seratus empat meter persegi);

f. Penaksiran ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan pasar dan
terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat
Nomor : 591/008.4/PPT/2012 tanggal 14 Juni 2012 telah dilakukan
penilaian harga tanah oleh Tim Penilai harga tanah yaitu kisaran
Rp.15.000.- (lima belas ribu) sampai dengan Rp. 20.000.- (dua puluh
ribu) per m? (permeter persegi);

g. Penyampaian rekomendasi oleh Tim penilai harga pengadaan tanah
Nomor : 591/008.4a/PPT/2012 tanggal 14 Juni 2012.

h. Musyawarah Panitia pengadaan Tanah dengan pemilik tanah Saudara
BURHAN AGUS TONO tanggal 10 Juli 2012 dengan kesepakatan
berupa ;

- Bentuk ganti kerugian hak atas tanah bangunan dan tanaman yang
berkaitan dengan hak tanah tersebut disepakati dalam bentuk
uang;

- Besar ganti kerugian hak atas tanah disepakati sebesar Rp
19.500,- per m2 (sembilan belas ribu lima ratus rupiah per meter
persegi);

- Blaya PPH, Pasal 4 ayat 2 sebesar 5% (lima persen) dari harga
bruto transaksi/ganti rugi hak atas tanah, bangunan dan tanam
tumbuh yang terdapat diatas tanah tersebut menjadi tanggungan
pihak penjual;

- Penetapan besarnya uang ganti kerugian atas tanah bangunan dan
tanaman yang tumbuh diatasnya untuk lokasi pembangunan pasar dan
terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat telah
ditetapkan uang pembayaran ganti kerugian sebesar Rp.19.500,-/m?
(sembilan belas ribu lima ratus rupiah per meter persegi).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
573/119/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa |l
MANSYUR HMS, bahwa tanah yang akan dijual kepada Pemerintah Kab.
Sumbawa Barat dengan luas 16.104 m? (enam belas ribu seratus empat
meter persegi) adalah tanah milik BURHAN AGUS TONO vyang terletak
Blok Nangka Lanung di wilayah Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa
Barat seluas 16.104 m? (enam belas ribu seratus empat meter persegi)
dengan batas-batasnya adalah :

a) Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah A. HAMID / Tanah Desa .
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b) Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Candra Tanone.
c) Sebelah Selatan berbatas dengan :Tanah PT. AMNT.
d) Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Nanga

- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan
pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa
Barat tertuang dalam surat Nomor: 591/008.7/PPT/2012 tanggal 13 Juli
2012 berisi pembebasan/pelepasan Hak atas tanah, bangunan dan
tanaman yang tumbuh diatasnya dan memberikan ganti rugi kepada pemilik
tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten
Sumbawa Barat sejumlah Rp 314.028.000,- (tiga ratus empat belas juta
dua puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Pembangunan Pasar
dan Terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat
Nomor : 591/008.8/PPT/2012 telah ditandatangani pelepasan hak dari
pemilik BURHAN AGUSTONO. Atas tanah tersebut telah diganti rugi uang
sebesar Rp 314.028.000,- (tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan
ribu rupiah) dan pada saat pembayaran BURHAN AGUS TONO menerima
uang sebesar Rp 217.028.000,- (dua ratus tujuh belas juta dua puluh
delapan ribu rupiah) sedangkan terdakwa II MANSYUR MHS menerima
uang sebesar Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dimana
berdasarkan kesepakatan bahwa tanah yang dijual ke Pemda Kabupaten
Sumbawa Barat tersebut adalah gabungan antara tanah BURHAN
AGUSTONO seluas sekitar 9.604 m? (sembilan ribu enam ratus empat
meter persegi) dan Terdakwa Il MANSYUR HMS seluas sekitar 6.500
m?(enam ribu lima ratus);

- Bahwa atas pengadaan tanah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Barat telah mencatat Aset Tanah tersebut kedalam Kartu Iventaris Barang
(KIB) A. No.Reg.007 Kode Barang 01.11..02.001. serta telah disajikan
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Periode
31 Desember 2012.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk
Kepentingan Pembangunan Pasar dan Terminal Benete di Desa Benete
Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor
591/008.8/PPT/2012, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diwakili
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumbawa
Barat telah memasang plank/papan tanda kepemilikan tanah di atas tanah

tersebut pada tahun 2014.
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- Bahwa setelah Pemerintah Kab. Sumbawa Barat membebaskan tanah
seluas 16.104 M? yang berlokasi di Blok Nanga Bebol tersebut, Terdakwa |
JABIR ZANELA alias JABIR Bin MURSALI menemui Terdakwa |l
MANSYUR HMS seolah-olah Terdakwa | JABIR ZANELA Alias JABIR Bin
MURSALI sembari marah — marah dan membawa parang dengan
mengatakan kepada Terdakwa Il MANSYUR HMS “kenapa tanah saksi
dijual kepada pemerintah Kab. Sumbawa Barat? Dan saksi minta, agar
tanah yang dijual tersebut untuk dikembalikan kepada saksi dan
kalaupun ada hasil penjualan agar sebagiannya diberikan kepada
saksi (selaku pemilik tanah)” kemudian Terdakwa Il MANSYUR HMS
menjawab “sabar dulu paman,...tanah yang mana ?” dan atas jawaban
Terdakwa Il MANSYUR HMS tersebut membuat Terdakwa | JABIR ZANELA
tambah emosi dan berteriak di Kantor Desa Benete dan menyuruh
Terdakwa II MANSYUR HMS membuat dan menerbitkan SKPT (Surat
Keterangan Pendaftaran tanah) dan Terdakwa Il MANSYUR menjawab lagi
“jika demikian kita turun dulu ke lokasi tanah dan kita ukur dulu”,
namun Terdakwa | JABIR JANELA tidak mau dan tetap menyuruh
Terdakwa Il MANSYUR HMS membuat dan menerbitkan SKPT tanah yang
berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka Lanung Ds. Benete Kec. Maluk
Kab. Sumbawa Barat selanjutnya Terdakwa Il MANSYUR HMS membuat 1
(satu) lembar SKTP (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) Nomor :
119/789/IV/2012, yang diberi tanggal 19 April 2012 atas nama JABIR
ZANELA seluas = 7.300 M2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok
Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa
Barat dengan batas — batas sebagai berikut :

a) Utara berbatasan dengan Muara.

b) Timur berbatasan dengan tanah pemda KSB.

c) Selatan berbatasan dengan bukit Muru tongkor.

d) Barat berbatasan dengan Pantai Benete.

Namun senyatanya luasan tanah di SKPT tersebut Sebagian masuk ke
wilayah Tanah Pemda yang telah dilakukan pembebasan, pembuatan
SKPT tersebut tanggal dan bulannya dibuat mundur dengan maksud
seolah — olah tanah tersebut sebelum pembebasan lahan oleh Pemerintah
Kab. Sumbawa Barat dan dibuat tanpa meregister dalam buku catatan
tanah desa serta tanpa melakukan pengukuran lokasi tanah yang dimaksud
padahal Terdakwa Il MANSYUR HMS alias MANSYUR Bin H. SABIRIN

selaku Pjs. Kepala Desa Benete juga bertindak sebagai anggota Panitia
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Pengadaan Tanah seluas 16.104 m? (enam belas ribu empat meter persegi)
di Blok Nanga Bebol Dukuh Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk
Kab. Sumbawa Barat .

- Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
Nomor : 119/789/1V/2012, seluas + 7.300 m? (tujuh ribu tiga ratus meter
persegi) di Blok Nanga Bebol, Nangka Lanung, Ds. Benete Kec. Maluk
Kab. Sumbawa Barat yang ditanda tangani oleh Mansyur HMS selaku
Pjs.Kepala Desa yang dibuat tanpa melalui mekanisme yang berlaku,
Terdakwa | JABIR ZANELA alias JABIR Bin MURSALI Bersama-sama
terdakwa Il MANSYUR HMS kemudian memindahtangankan kepada :

1) RAFIAH Binti UMAR,
Dengan cara terdakwa | JABIR JANELA menjual seluas 500 m? (liam

ratus meter persegi) seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
dengan bukti transaksi pembelian 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
tanah atas nama RAFIAH kepada penjual JABIR ZANELA tertanggal 27
Desember 2012 senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) Berlokasi
di Blok Nangga Bebol Dsn.Nangka Lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab.
Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
v Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Lingkungan
v" Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Lingkungan
v' Sebelah Selatan berbatas dengan : Daeng Masdar
v'  Sebelah Barat berbatas dengan : pak MUS.

2) ANNAJMUSSYAQIB Alias MUS Bin ZAINAL ABIDIN,
Dengan cara terdakwa Il MANSYUR HMS menjual seluas 500 m?
seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan bukti transaksi

pembelian 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah an.

ANNAJMUSSYAQIB tertanggal 09 Januari 2012 senilai Rp. 15.000.000,-

(lima belas juta rupiah) yang diitandatangani oleh terdakwa | JABIR

JANELA, berlokasi di Rt.08 Rw.04 Blok Nangga Babol Dsn.Nangka

Lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan batas-

batas sebagai berikut :

v' Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan

v Sebelah Timur berbatas dengan : tanah milik lbu RAPIAH

v Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah milik WAYAN
SUDARSANA

v Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Nangga.
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3) ABDUL MUIN
Dengan cara terdakwa | JABIR ZANELA memberikan secara cuma-
cuma/hibah sekitar tahun 2013 kepada ABDUL MUIN seluas + 874 m?
(delapan ratus tujuh puluh empat meter persegi) tanpa ada dokumen jual
beli sama sekali dan oleh ABDUL MUIN kemudian menjual tanah
tersebut kepada MAKMUR MAJID seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh
lima juta rupiah). Berlokasi di Blok Nangga Bebol Dsn.Nangka Lanung
Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batas
sebagai berikut :
v Utara : PT.AMNT
v' Selatan : JABIR ZANELA
v Timur : JABIR ZANELA
v/ Barat : ZABIR ZANELA_

4) Ir. H. YANDRI KINANDRA (anak dari Hj. JALINAN)
Dengan cara terdakwa | JABIR JANELA menjual seluas 700 M? dengan

bukti penjualan berupa kwitansi dibuat bulan Januari tahun 2013 dari
terdakwa | JABIR ZANELA, seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
Berlokasi di Dsn. Nangka Lanung, Desa benete Kec. Maluk Kab.
Sumbawa Barat, batas-batasnya adalah :
v' Sebelah Utara berbatas dengan : Muara.
v' Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Pemkab. Sumbawa Barat .
v'  Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Pemkab. Sumbawa Barat.
v Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik SUKIRMAN dan tanah
AMNT

5) DAENG MASDAR alias DAENG Bin DEMA LEO

Dengan cara terdakwa | JABIR JANELA dan Terdakwa II MANSYUR

HMS menjual sekitar 1.000 m? (seribu meter persegi) seharga Rp

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada sekitar Oktober sampai
dengan Nopember 2012 dengan bukti penjualan berupa kwitansi dibuat
bulan Januari tahun 2013. Berlokasi di Dsn. Nangka Lanung, Desa
benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, batas-batasnya adalah :
v' Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik Patria .
v Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Pemkab. Sumbawa Barat .
v' Sebelah Selatan berbatas dengan : Gunung.
v Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik JABIR ZANELA.

6) HJ. USWATUN HASANAH,
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Dengan cara terdakwa | JABIR JANELA menjual seluas + 1.000 m?
(seribu meter persegi) dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah) sekitar awal tahun 2013. Dengan bukti pembelian berupa :

- Kwitansi Uang muka sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu
rupiah) dan dibuatkan Kwitansl Tertanggal 4 Januari 2013
kemudian yang kedua sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
tertanggal 5 April 2013 dan yang ketiga setelah dilakukan pelunasan
saksi bayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 8
April 2018;

- Surat Penyataan dan Perjanjian jual beli tanah antara saksi
(HUSWATUN HASANAH) dengan JABIR JANELA dengan luas
tanah 10 Are dibayar tunai dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah) per are, tertanggal 04 April 2013.

Berlokasi di Dsn. Nangka Lanung, Desa benete Kec. Maluk Kab.

Sumbawa Barat, batas-batasnya adalah :

v' Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik Patria .

v" Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Pemkab. Sumbawa Barat .

v Sebelah Selatan berbatas dengan : Gunung.

v' Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik JABIR ZANELA.

7) SARIFUDIN alias SARIF Bin HAJI MAYUDIN (Ayah kandung dari
TAUFIK MALIK IBRAHIM)
Dengan cara terdakwa | JABIR JANELA pada akhir tahun 2017
memberikan secara cuma-cuma/hibah kepada SARIFUDIN alias SARIF
Bin HAJI MAYUDIN seluas + 253 m? (dua ratus lima puluh tiga) dengan

permintaan agar tanah tersebut diatasnamakan anak dari SARIFUDIN
alias SARIF yaitu TAUFIK MALIK IBRAHIM. Tanah tersebut berlokasi di
Rt.08 Rw.04 Blok Nangga Bebol Dsn.Nangka Lanung, Desa Benete,
Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batasnya sebagai
berikut :
v' Sebelah Utara berbatas dengan: SUDIRMAN
v' Sebelah Timur berbatas dengan: tanah milik JABIR ZANELA
v Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah milik USWATUN HASANA
v" Sebelah Barat berbatas dengan : Muara

8) SUDIRMAN
Dengan cara terdakwa | JABIR ZANELA menjual kepada SUDIRMAN
seluas + 207 m2 (dua ratus tuju) pada tanggal 23 Juli 2018 dengan bukti
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pembelian berupa kwitansinya pembelian sebesar Rp 5.000.000,- (Lima
juta rupiah). Tanah tersebut berlokasi di Dsn.Nangka Lanung, Desa
Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batasnya
sebagai berikut :
v' Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik HAJA JALINAN.
v Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik JABIR ZANELA .
v/ Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah TAUFIK MALIK IBRAHIM.
v/ Sebelah Barat berbatas dengan : MUARA
9) MULYADI
Dengan cara terdakwa |l MANSYUR HMS menjual kepada MULYADI
seluas % 1.600 m? (serbu enam ratus meter persegi) pada tanggal 12
April 2012 dengan dengan harga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta
rupiah). Tanah tersebut berlokasi di Dsn.Nangka Lanung, Desa Benete,
Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batasnya sebagai
berikut :
v' Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik Pak PURNOMOR ADJI
v' Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya
v' Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah BAKRI
v' Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik AGUS TONO.
Selain menjual dan menghibahkan kepada 9 (sembilan) orang
tersebut diatas, terdakwa | JABIR ZANELA juga menjual kepada :
1) SUHADI Alias JOYO Bin SIMAN,
Dengan cara terdakwa | JABIR ZANELA menjual kepada SUHADI Alias
JOYO Bin SIMAN seluas * 200 M2 seharga Rp 6.000.000,-(enam juta

rupiah) sekitar awal Tahun 2013 tanpa menunjukkan surat-surat

kepemilikan tanah.

2) |1 WAYAN YUDARSANA
Dengan cara terdakwa | JABIR ZANELA menjual kepada | WAYAN
YUDARSANA seluas + 500 M2 seharga Rp 4.000.000,-(empat juta

rupiah) sekitar Tahun 2013 tanpa menunjukkan surat-surat kepemilikan
tanah.
Bahwa hasil penjualan tanah tersebut oleh para Terdakwa kemudian
dipergunakan untuk kebutuhan sehar-hari.
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengajukan
Permohonan Penerbitan Sertifikat yang lokasi tanahnya di Desa Benete

dengan luas Permohonan 16.104 m? (enam belas ribu seratus empat meter
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persegi), tertanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor Berkas Permohonan
7949/2016 atas nama Pemohon M.Endang Arianto, S.Sos.MM dengan
melampirkan kelengkapan alas hak namun hanya sebatas permohonan
belum dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh petugas dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat sehingga pada Aplikasi
KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) belum dipetakan sehingga untuk
tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kab. Sumbawa Barat tersebut
belum terbit sertifikatnya.

- Bahwa kemudian sekitar tahun 2018 HJ. USWATUN HASANAH SARIFAH,
DAENG MAHDAR, ANNAJMUSSYAQIB, RAFIAH, TAUFIK MALIK
IBRAHIM, SUDIRMAN DAN JALINAN mengajukan permohonan sertifikat
kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat melalui
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah
yang diperoleh dari Terdakwa | JABIR ZANELA alias JABIR Bin MURSALI
dan Terdakwa Il MANSYUR HMS. Dan atas pengajuan permohonan
sertifikat yang berlokasi di tanah Milik Aset Pemerintah Kab. Sumbawa
Barat yang terletak di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka Lanung Kec. Benete
Kab. Sumbawa Barat tersebut pada tahun 2018 telah terbit sertifikat
kepada 7 (tujuh) orang yaitu :

No Nama MLl Luas m?
' (Setifikat Hak Milik)
H.USWATUN
1 HASANAH SARIFAH 515 1085
2 DG. MASDAR 497 972
3. ANNAJMUSSYAQIB 499 567
4. RAPIAH 626 347
TAUFIK MALIK

5 IBRAHIM 00985 252
6. MAKMUR MAJID 00988 814
7 HJ.JALINAN 00942 704

Ba.hwa kemudian sekitar tahun 2019 sisa tanah yang belum dijual
dengan dasar SKPT Nomor : 119/789/IV/2012 tersebut yaitu sekitar 1.200
M2 kemudian diajukan permohonan sertifikat atas nama terdakwa | JABIR
ZANELA bersama-sama dengan permohonan saudara SUDIRMAN dan
MULYADI (Sporadik) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat,

dengan rincian sebagai berikut :

No. Nama Luas
1. | SUDIRMAN 207 m?
2. | JABIR ZANELA 1.200 m?
3. | MULYADI 1.454 m?

Halaman 24 dari 173 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada pengajuan permohonan sertifikat JABIR ZANELA,
SUDIRMAN dan MULYADI selanjutnya Kantor Pertanahan kab. Sumbawa
Barat melakukan Ploting tanah pada aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor
Pertanahan) selanjutnya diketahui bahwa sebagian tanah yang diajukan
oleh JABIR ZANELA, SUDIRMAN dan MULYADI adalah tanah milik Pemda
Kab. Sumbawa Barat yang telah dibebaskan pada tahun 2012.

- Bahwa terhadap permohonan penerbitan sertifikat oleh Pemerintah
Kabupaten Sumbawa Barat yang lokasi tanahnya di Desa Benete dengan
luas Permohonan 16.104 m2 tertanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor Berkas
Permohonan 7949/2016 yang tidak ada tindak lanjutnya tersebut kemudian
pada tahun 2019 Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat Mengajukan kembali Pendaftaran Permohonan Penerbitan
Sertifikat ke Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Barat dengan lokasi tanah
yang sama Yyaitu terletak Blok Nanga Bebol di Desa Benete Kec. Maluk
Kab. Sumbawa Barat dengan luas permohonan 16.104 m? (enam belas ribu
seratus empat meter persegi), tertanggal 08 Oktober 2019.;

- Bahwa selanjutnya petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa
Barat bersama dengan Pemohon dari Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa
Barat melakukan pengukuran terhadap objek yang di mohon yaitu tanah
yang terletak di Blok Nanga Bebol Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa
Barat dan setelah dilakukan pengukuran petugas ukur melakukan
pengambaran dan pemetaaan bidang tanah seluas 16.104 m? (enam belas
ribu seratus empat meter persegi) yang diajukan sertifikat tersebut dimana
hasilnya sesuai dengan peta bidang tanah Nomor 254/2019, Tertanggal 27
November 2019 maka luasnya adalah 15.834 m? (lima belas ribu delapan
ratus tiga puluh empat) meter persegi.

- Setelah petugas Ukur menyelesaikan gambar ukur dan setelah diteliti
ternyata tanah yang diukur merupakan berkas permohonan yang sama
yang mana berkas tersebut sudah pernah didaftar oleh Pemerintah Kab.
Sumbawa Barat pada tahun 2016 sehingga Kantor Pertanahan Kab.
Sumbawa Barat melanjutkan proses berkas tahun 2016 dan terhadap
berkas permohonan 2019 tidak dilanjutkan prosesnya dengan alasan
berkas yang dilampirkan sama dengan tahun 2016. Selanjutnya dilakukan
pengolahan data pada Aplikasi Pengambaran dan berdasarkan hasil
pengukuran dan pemetaaan yang telah dilaksanakan oleh Kantor
Pertanahan Kab. Sumbawa Barat yang selanjutnya dilakukan Ploting

bidang tanah pada aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) telah
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terbit sertifikatnya yang dilakukan pada saat PTSL, dan setelah dilakukan
penelitian maka ditemukan Sertifikat dan Sporadik yang sebagian luasnya
masuk ke tanah Pemda KSB yang dibebaskan pada tahun 2012 untuk
pengadaan tanah di Desa Benete, dengan rincian nama sertifikat dan yang

muncul pada Ploting tanah sebagai berikut:

No. Nama Nomor Luas Yang masuk
SHM | (m?) tanah
Sporadik PEMDA KSB
(m?)
1. RAPIAH 626 347 347
2. ANNAJMUSSYAQIB 499 567 558
3. MAKMUR MAJID 00988 814 814
4. HJ.JALINAN 00942 704 520
5. DG. MASDAR 497 972 757
6. H.USWATUN 515 1.065 1.065
HASANAH SARIFAH
7. TAUFIK MALIK 00985 252 252
IBRAHIM

- Bahwa berdasarkan data Ploting bidang tanah pada aplikasi KKP
(Komputerisasi Kantor Pertanahan) maka Kantor Pertanahan Nasional
Kabupaten Sumbawa Barat menolak pengajuan persertifikatan atas nama
SUDIRMAN, MULYADI dan Terdakwa | JABIR ZANELA alias JABIR Bin
MURSALI karena berlokasi di tanah Milik Asset Pemerintah Kab. Sumbawa
Barat. Bahwa atas temuan dari BPN Kab. Sumbawa Barat tersebut,
kemudian Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Barat melaporkan kejadian
tersebut ke Polres Sumbawa Barat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Il MANSUR HMS dalam menerbitkan SKPT
(Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) Nomor : 119/789/1V/2012, Tanggal
19 April 2012 atas nama JABIR ZANELA seluas + 7.300 m? (tujuh ribu tiga
ratus meter persegi) di Blok Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete
Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dan kemudian para Terdakwa
mempergunakan SKPT untuk memindahtangankan asset dengan menjual
dan menghibahkan yang senyatanya adalah Tanah dari Pemda KSB, telah
bertentangan dengan :

1) Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah :
- Ayat (1) Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau
bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan
dilakukan oleh:

a) Penilai Pemerintah; atau
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b) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

- Ayat (2) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan
dilakukan oleh:

a) Penilai Pemerintah; atau

b) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

- Ayat (3) Penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 58, 59 dan 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang
berbunyi :

- Pasal 58
e Ayat (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, untuk:

a) tanah dan/atau bangunan; dan

b) selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

e Ayat (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, apabila:

a) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan
kota;

b) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti
sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

c) Diperuntukkan bagi pegawai negeri;

d) Diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan

e) Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
memiliki  kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan
ketentuan perundang-undangan, yang jika status
kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

- Pasal 59
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Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2),
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- Pasal 60 Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,-
(lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat
persetujuan Kepala Daerah.

3) Pasal 326 dan Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 yang berbunyi :

a. Pasal 326
e Ayat (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan
dilakukan oleh:

a) Penilai Pemerintah; atau

b) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

e Ayat (2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai
izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang
diakui oleh pemerintah.

e Ayat (3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

e Ayat (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

b. Pasal 327 ayat (1)

Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam

rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim

yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat
melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Tanah Kosong yang berlokasi di JI.
Benete Dalam, Dusun Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab.
Sumbawa Barat, Prop. Nusa Tenggara Barat oleh PUNG’S ZULKARNAIN &
Rekan Kantor Penilai Publik Property Appraisal & Consultant No. File :
0065/2.0004-00/P1/12/0004/1/V11/2020 tanggal 27 Juli 2020 dengan

kesimpulan Nilai Pasar dari aset tersebut (tanah) adalah sebesar Rp
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790.370.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu

rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Nilai
N OBJEK PENILAIAN LUAZS Pasar Im? NILAI PASAR
o m) | R (Rp)

Penilaian Tanah Kosong

Lokasi : JI. Benete Dalam,

. | Dusun Nangka Lanung,

Desa Benete, Kec. Maluk,

Kab. Sumbawa Barat,

Prop. NTB

a. Tanah milik RAPIAH
(SHM No. 00626/2018)

b. Tanah milik
ANNAJMUSSYAQIB 558 120.176,- 67.058.208,-
(SHM N0.00499/2018)

c. Tanah milik MAKMUR
MAJID (SHM 814 133.014,- | 108.273.396,-
N0.00988/2018)

d. Tanah Milik HJ.
JALINAN (SHM 520 121.556,- 63.209.120,-
N0.00942/2018)

e. Tanah milik DG.
MASDAR (SHM 757 128.519,- 97.288.883,-
N0.00497/2018)

f. Tanah milik H.
USWATUN HASANAH
SARIFAH (SHM
N0.00515/2018)

g. Tanah milik TAUFIK
MALIK IBRAHIM (SHM 253 122.763,- 31.059.039,-
N0.00985/2018)

h. Tanah milik SUDIRMAN
(No. Sporadik)

i. Tanah milik JABIR

ZANELA (No. Sporadik)

j. Tanah milik MULYADI
(No. Sporadik) 1.117 | 100.633,- | 112.407.061,

Total 6.583 790.370.445,-
Pembulatan 790.370.000,-
- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa | JABIR

ZANELA Bersama-sama Terdakwa 1l MANSYUR HMS tersebut telah
merugikan keuangan negara sekitar Rp 790.370.000,-(tujuh ratus

347 128.522,- 44.597.134,-

1.065 136.268,- | 145.124.420,-

207 97.262,- 20.133.234,-

945 107.110,- | 101.218.950,-

Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan
Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Sebagian Asset

Tanah Milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang berlokasi di Desa
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Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat oleh Inspektorat Propinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor : 700/05-IX/LHP.ltp.sus/INSP/2020 tanggal 28

September 2020, dengan rincian sebagai berikut :

INDIKASI
N SHM/ LUA NILAI HARGA NILAI
NAMA SPORA S TANAH / PASAR
° DIK | (m?) | (pern?, (Rp)
RP)
1. RAPIAH 626 374 128.522 44.597.134
ANNAJMUSSYA
2. OB 499 558 120.176 67.058.208
3. | MAKMUR MAJID | 00988 814 133.014 108.273.396
4. HJ. JALINAN 00942 520 121.556 63.209.120
5. DG. MAHDAR 497 757 128.519 97.288.883
H. USWATUN
6. HASANAH 515 1.065 136.268 145.124.420
SARIFAH
7. | TAUFIK MALIK 00985 253 122.763 31.059.039
Sporadi
8. SUDIRMAN ‘ 207 97.262 20.133.234
Sporadi
9. | JABIR ZANELA ‘ 945 107.110 101.218.950
Sporadi
10. MULYADI ‘ 1.117 100.633 112.407.061
TOTAL 6.583 790.370.445
Pembulatan 790.370.000

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat
(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa | JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI
secara bersama-sama dengan terdakwa Il MANSYUR, HMS Bin H. SABIRIN,
pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada
jangka waktu antara tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 30 September 2019
atau setidak-tidaknya antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019,
bertempat di Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35
ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo
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Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor:191/KMA/SK/XI1/2010 tanggal 01 Desember 2010,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana

Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi sekitar Rp 790.370.000,- (tujuh ratus

Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan vyaitu = melakukan
pemindahtanganan barang milik negara yang tercatat didalam Kartu lventaris

Barang (KIB) A. No.Reg.007 Kode Barang 01.11..02.001 berupa tanah milik

Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Barat yang terletak di Desa Benete, Kec.

Maluk, Kab. Sumbawa Barat dengan luas sekitar 6.583 M? tidak sesuai dengan

ketentuan sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara sebesar Rp 790.370.000,-(tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus
tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Sebagian

Aset Tanah Milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang berlokasi di Desa

Benete Kecamatan Maluk Kab. Sumbawa Barat Nomor: 700/05-

IX/LHP.Itp.Sus/INSP /2020, tanggal 28 September 2020, Perbuatan para

terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa untuk pembangunan sarana prasarana pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat pada tahun 2012 berdasarkan Surat Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumbawa Barat
Saudara Ibrahim, S.Sos., MM Nomor : 591/003/PEM/2012 tanggal 1 Mei
2012, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pengadaan tanah
untuk 6 (enam) lokasi yaitu :

a) Tanah untuk perluasan Bandara Sekongkang seluas +120.000 m2
(seratus dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa
Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang;

b) Tanah untuk pembangunan SD Kertasari seluas £25.000 m2 (dua puluh
lima ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Labuhan Kertasari

Kecamatan Taliwang;
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¢) Tanah untuk pembangunan Pasar dan Terminal Benete seluas + 15.000
mz2 (lima belas ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Benete
Kecamatan Maluk;

d) Tanah Cadangan Pemerintah Daerah seluas + 15.000 m? (lima belas
ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Benete Kecamatan Maluk;

e) Tanah Cadangan Pemerintah Daerah seluas + 20.000 m2 (dua puluh
ribu meter persegi) yang berlokasi di Desa Poto Tano Kecamatan Poto
Tano;

f) Tanah untuk pembangunan perumahan nasional dengan luas + 30.000
m2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Kelurahan Menala
Kecamatan Taliwang.

- Bahwa dari 6 (enam) lokasi tersebut salah satu diantaranya adalah tanah
untuk pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk
Kabupaten Sumbawa Barat yang dianggarkan dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan tersebut ditunjuklah Panitia
Pengadaan tanah melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor
531 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012, dengan susunan panitianya adalah

sebagai berikut :

No Nama Jabatan Kedudukan Dalam Tim

1 | Ir. W. Musyafirin, MM Ketua
Sekretaris Daerah

2 | M. Hasby AM, SH.,MH Wakil Ketua merangkap
Aisten Tata Praja dan Kesra Anggota

3 | Dodo Supardo, SH

Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa
Barat

4 | Ir. H. Amry Rahman, M.Si

Kepala Bappeda

5 | Masyur Yusuf, ST.,MT Anggota
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
6 | Ir. W. Musyalfirin, MM

Plt. Kepala Dinas Pendapatan dan Anggota
Pengelolaan Keuangan dan Aset
7 | Ir. Muslimin,M.Si

Sekretaris merangkap
Anggota

Anggota

Kadis Kehutanan Perkebunan dan Anggota
Pertanian

8 | Ibrahim,S.Sos.,MM Anggota
Kabag Adm. Pem. Umum

9 | Zainudin, SH.,MM Anggota
Kabag Hukum dan Organisasi

10 | | Made Budi Artha, S.Sos.,MM Anggota
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Camat Maluk
11 | Mansyur HMS
Pjs. Kepala Desa Benete
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tanah tersebut telah dilakukan

Anggota

tahapan berupa:

a. Pembentukan tim peninjauan Lokasi tanah untuk pembangunan pasar
dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat.

b. Peninjauan Lokasi dan Rapat Koordinasi dalam rangka penetapan
lokasi untuk pembangunan pasar dan terminal Benete di Desa Benete
Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat Nomor : 591/008.1/PPT/2012 tanggal
14 Mei 2012 berisi penetapan lokasi tanah terletak di Desa Benete kec.
Maluk kab. Sumbawa Barat seluas + 17.000 m? (tujuh belas ribu meter
persegi) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Saudara Ir W.
Musyafirin, MM selaku Ketua Tim Penetapan Lokasi;

c. Penerbitan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 531 tahun 2012
tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk pembangunan pasar dan
terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat
tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012;

d. Pelaksanaan penyuluhan oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka
pengadaan tanah yang dihadiri oleh Kepala Desa Benete, Camat Maluk
, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pemilik tanah.

e. Pengumuman atas pengumpulan data fisik dan yuridis atas tanah yang
diadakan untuk kepentingan umum oleh pemerintah kab. Sumbawa
Barat terhadap tanah untuk pembangunan pasar dan terminal Benete
di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat seluas + 16.104 m?
(enam belas ribu seratus empat meter persegi);

f. Penaksiran ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan pasar dan
terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat
Nomor : 591/008.4/PPT/2012 tanggal 14 Juni 2012 telah dilakukan
penilaian harga tanah oleh Tim Penilai harga tanah yaitu kisaran
Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 per m?
(dua puluh ribu rupiah) per meterpersegi;

g. Penyampaian rekomendasi oleh Tim penilai harga pengadaan tanah
Nomor : 591/008.4a/PPT/2012 tanggal 14 Juni 2012.

h. Musyawarah Panitia pengadaan Tanah dengan pemilik tanah Saudara
BURHAN AGUS TONO tanggal 10 Juli 2012 dengan kesepakatan

berupa ;
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- Bentuk ganti kerugian hak atas tanah bangunan dan tanaman yang
berkaitan dengan hak tanah tersebut disepakati dalam bentuk
uang;

- Besar ganti kerugian hak atas tanah disepakati sebesar Rp
19.500,- per m2 (sembilan belas ribu lima ratus rupiah per meter
persegi);

- Blaya PPH, Pasal 4 ayat 2 sebesar 5% (lima persen) dari harga
bruto transaksi/ganti rugi hak atas tanah, bangunan dan tanam
tumbuh yang terdapat diatas tanah tersebut menjadi tanggungan
pihak penjual;

- Penetapan besarnya uang ganti kerugian atas tanah bangunan dan
tanaman yang tumbuh diatasnya untuk lokasi pembangunan pasar dan
terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat telah
ditetapkan uang pembayaran ganti kerugian sebesar Rp.19.500,-/m?
(sembilan belas ribu lima ratus rupiah per meter persegi).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor
573/119/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Il
MANSYUR HMS, bahwa tanah yang akan dijual kepada Pemerintah Kab.
Sumbawa Barat dengan luas 16.104 m? (enam belas ribu seratus empat
meter persegi) adalah tanah milik BURHAN AGUS TONO yang terletak
Blok Nangka Lanung di wilayah Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa
Barat seluas 16.104 m? (enam belas ribu seratus empat meter persegi)
dengan batas-batasnya adalah :

a) Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah A. HAMID / Tanah Desa .
b) Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Candra Tanone.

c) Sebelah Selatan berbatas dengan :Tanah PT. AMNT.

d) Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Nanga

- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan
pasar dan terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa
Barat tertuang dalam surat Nomor: 591/008.7/PPT/2012 tanggal 13 Juli
2012 berisi pembebasan/pelepasan Hak atas tanah, bangunan dan
tanaman yang tumbuh diatasnya dan memberikan ganti rugi kepada pemilik
tanah yang terletak di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten
Sumbawa Barat sejumlah Rp 314.028.000,- (tiga ratus empat belas juta
dua puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Pembangunan Pasar

dan Terminal Benete di Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat
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Nomor : 591/008.8/PPT/2012 telah ditandatangani pelepasan hak dari
pemilik BURHAN AGUSTONO. Atas tanah tersebut telah diganti rugi uang
sebesar Rp 314.028.000,- (tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan
ribu rupiah) dan pada saat pembayaran BURHAN AGUS TONO menerima
uang sebesar Rp 217.028.000,- (dua ratus tujuh belas juta dua puluh
delapan ribu rupiah) sedangkan terdakwa II MANSYUR MHS menerima
uang sebesar Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dimana
berdasarkan kesepakatan bahwa tanah yang dijual ke Pemda Kabupaten
Sumbawa Barat tersebut adalah gabungan antara tanah BURHAN
AGUSTONO seluas sekitar 9.604 m? (sembilan ribu enam ratus empat
meter persegi) dan Terdakwa Il MANSYUR HMS seluas sekitar 6.500 m?.

- Bahwa atas pengadaan tanah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Barat telah mencatat Aset Tanah tersebut kedalam Kartu Iventaris Barang
(KIB) A. No.Reg.007 Kode Barang 01.11..02.001. serta telah disajikan
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Periode
31 Desember 2012.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk
Kepentingan Pembangunan Pasar dan Terminal Benete di Desa Benete
Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor
591/008.8/PPT/2012, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diwakili
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumbawa
Barat telah memasang plank/papan tanda kepemilikan tanah di atas tanah
tersebut pada tahun 2014.

- Bahwa setelah Pemerintah Kab. Sumbawa Barat membebaskan tanah
seluas 16.104 m? (enam belas ribu seratus empat) yang berlokasi di Blok
Nanga Bebol tersebut, Terdakwa | JABIR ZANELA alias JABIR Bin
MURSALI menemui Terdakwa Il MANSYUR HMS seolah-olah Terdakwa |
JABIR ZANELA Alias JABIR Bin MURSALI sembari marah — marah dan
membawa parang dengan mengatakan kepada Terdakwa || MANSYUR
HMS “kenapa tanah saksi dijual kepada pemerintah Kab. Sumbawa
Barat? Dan saksi minta, agar tanah yang dijual tersebut untuk
dikembalikan kepada saksi dan kalaupun ada hasil penjualan agar
sebagiannya diberikan kepada saksi (selaku pemilik tanah)” kemudian
Terdakwa Il MANSYUR HMS menjawab “sabar dulu paman,...tanah yang
mana ?” dan atas jawaban Terdakwa Il MANSYUR HMS tersebut membuat
Terdakwa | JABIR ZANELA tambah emosi dan berteriak di Kantor Desa
Benete dan menyuruh Terdakwa II MANSYUR HMS membuat dan
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menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran tanah) dan Terdakwa I
MANSYUR menjawab lagi “jika demikian kita turun dulu ke lokasi tanah
dan kita ukur dulu”, namun Terdakwa | JABIR JANELA tidak mau dan
tetap menyuruh Terdakwa Il MANSYUR HMS membuat dan menerbitkan
SKPT tanah yang berlokasi di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka Lanung Ds.
Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat selanjutnya Terdakwa I
MANSYUR HMS membuat 1 (satu) lembar SKTP (Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah) Nomor : 119/789/IV/2012, yang diberi tanggal 19 April
2012 atas nama JABIR ZANELA seluas = 7.300 m? (tujuh ribu tiga ratus
meter persegi) di Blok Nanga bebol Ds. Nangka lanung Ds. Benete Kec.
Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan batas — batas sebagai berikut :

a) Utara berbatasan dengan Muara.

b) Timur berbatasan dengan tanah pemda KSB.

c) Selatan berbatasan dengan bukit Muru tongkor.

d) Barat berbatasan dengan Pantai Benete.
Namun senyatanya luasan tanah di SKPT tersebut Sebagian masuk ke
wilayah Tanah Pemda yang telah dilakukan pembebasan, pembuatan
SKPT tersebut tanggal dan bulannya dibuat mundur dengan maksud
seolah — olah tanah tersebut sebelum pembebasan lahan oleh Pemerintah
Kab. Sumbawa Barat dan dibuat tanpa meregister dalam buku catatan
tanah desa serta tanpa melakukan pengukuran lokasi tanah yang dimaksud
padahal Terdakwa Il MANSYUR HMS alias MANSYUR Bin H. SABIRIN
selaku Pjs. Kepala Desa Benete juga bertindak sebagai anggota Panitia
Pengadaan Tanah seluas 16.104 m? (enam belas ribu seratus empat meter
persegi) di Blok Nanga Bebol Dukuh Nangka Lanung, Desa Benete, Kec.
Maluk Kab. Sumbawa Barat .

- Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
Nomor : 119/789/1V/2012, seluas + 7.300 m? (tujuh ribu tiga ratus meter
persegi) di Blok Nanga Bebol, Nangka Lanung, Ds. Benete Kec. Maluk
Kab. Sumbawa Barat yang ditanda tangani oleh Mansyur HMS selaku
Pjs.Kepala Desa yang dibuat tanpa melalui mekanisme yang berlaku,
Terdakwa | JABIR ZANELA alias JABIR Bin MURSALI Bersama-sama
terdakwa Il MANSYUR HMS kemudian memindahtangankan kepada :

1) RAFIAH Binti UMAR,

Dengan cara terdakwa | JABIR JANELA menjual seluas 500 m? seharga

Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bukti transaksi pembelian

1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanah atas nama RAFIAH kepada
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penjual JABIR ZANELA tertanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.
10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) Berlokasi di Blok Nangga Bebol
Dsn.Nangka Lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat
dengan batas-batas sebagai berikut :
v Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Lingkungan
v Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Lingkungan
v Sebelah Selatan berbatas dengan : Daeng Masdar
v/ Sebelah Barat berbatas dengan : pak MUS.

2) ANNAJMUSSYAQIB Alias MUS Bin ZAINAL ABIDIN,
Dengan cara terdakwa Il MANSYUR HMS menjual seluas 500 m? (lima

ratus meter persegi) seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
dengan bukti transaksi pembelian 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
sebidang tanah an. ANNAJMUSSYAQIB tertanggal 09 Januari 2012
senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diitandatangani
oleh terdakwa | JABIR JANELA, berlokasi di Rt.08 Rw.04 Blok Nangga
Babol Dsn.Nangka Lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat
dengan batas-batas sebagai berikut :
v' Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan
v Sebelah Timur berbatas dengan : tanah milik lbu RAPIAH
v' Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah milik WAYAN
SUDARSANA

v' Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai / Nangga.

3) ABDUL MUIN
Dengan cara terdakwa | JABIR ZANELA memberikan secara cuma-
cuma/hibah sekitar tahun 2013 kepada ABDUL MUIN seluas + 874 m?
(delapan ratus tujuh puluh empat meter persegi) tanpa ada dokumen jual
beli sama sekali dan oleh ABDUL MUIN kemudian menjual tanah
tersebut kepada MAKMUR MAJID seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh
lima juta rupiah). Berlokasi di Blok Nangga Bebol Dsn.Nangka Lanung
Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batas
sebagai berikut :
v’ Utara : PTAMNT
v' Selatan : JABIR ZANELA
v Timur : JABIR ZANELA
v/ Barat : ZABIR ZANELA_

4) Ir. H. YIANDRI KINANDRA (anak dari Hj. JALINAN)
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Dengan cara terdakwa | JABIR JANELA menjual seluas 700 m? (tujuh
ratus meter persegi) dengan bukti penjualan berupa kwitansi dibuat
bulan Januari tahun 2013 dari terdakwa | JABIR ZANELA, seharga Rp
7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Berlokasi di Dsn. Nangka Lanung, Desa
benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, batas-batasnya adalah :
v' Sebelah Utara berbatas dengan : Muara.
v/ Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Pemkab. Sumbawa Barat .
v' Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Pemkab. Sumbawa Barat.
v' Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik SUKIRMAN dan tanah
AMNT

5) DAENG MASDAR alias DAENG Bin DEMA LEO

Dengan cara terdakwa | JABIR JANELA dan Terdakwa II MANSYUR

HMS menjual sekitar 1.000 m? (seribu meter persegi) seharga Rp

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada sekitar Oktober sampai
dengan Nopember 2012 dengan bukti penjualan berupa kwitansi dibuat
bulan Januari tahun 2013. Berlokasi di Dsn. Nangka Lanung, Desa
benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat, batas-batasnya adalah :
v' Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik Patria .
v' Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Pemkab. Sumbawa Barat .
v' Sebelah Selatan berbatas dengan : Gunung.
v' Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik JABIR ZANELA.

6) HJ. USWATUN HASANAH,
Dengan cara terdakwa | JABIR JANELA menjual seluas + 1.000 m?

(seribu meter persegi)dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah) sekitar awal tahun 2013. Dengan bukti pembelian berupa :

- Kwitansi Uang muka sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus
ribu rupiah) dan dibuatkan Kwitansl Tertanggal 4 Januari 2013
kemudian yang kedua sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
tertanggal 5 April 2013 dan yang ketiga setelah dilakukan
pelunasan saksi bayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
tertanggal 8 April 2018;

- Surat Penyataan dan Perjanjian jual beli tanah antara saksi
(H.USWATUN HASANAH) dengan JABIR JANELA dengan luas
tanah 10 Are dibayar tunai dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah) per are, tertanggal 04 April 2013.
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Berlokasi di Dsn. Nangka Lanung, Desa benete Kec. Maluk Kab.
Sumbawa Barat, batas-batasnya adalah:
v' Sebelah Utara berbatas dengan: tanah milik Patria .
v' Sebelah Timur berbatas dengan: Tanah Pemkab. Sumbawa Barat .
v' Sebelah Selatan berbatas dengan: Gunung.
v/ Sebelah Barat berbatas dengan: tanah milik JABIR ZANELA.
7) SARIFUDIN alias SARIF Bin HAJI MAYUDIN (Ayah kandung dari
TAUFIK MALIK IBRAHIM)
Dengan cara terdakwa | JABIR JANELA pada akhir tahun 2017
memberikan secara cuma-cuma/hibah kepada SARIFUDIN alias SARIF

Bin HAJI MAYUDIN seluas + 253 m? (dua ratus lima puluh tiga) dengan
permintaan agar tanah tersebut diatasnamakan anak dari SARIFUDIN
alias SARIF yaitu TAUFIK MALIK IBRAHIM. Tanah tersebut berlokasi di
Rt.08 Rw.04 Blok Nangga Bebol Dsn.Nangka Lanung, Desa Benete,
Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batasnya sebagai
berikut :
v"  Sebelah Utara berbatas dengan: SUDIRMAN
v Sebelah Timur berbatas dengan: tanah milik JABIR ZANELA
v' Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah milik USWATUN HASANA
v' Sebelah Barat berbatas dengan: Muara

8) SUDIRMAN
Dengan cara terdakwa | JABIR ZANELA menjual kepada SUDIRMAN
seluas + 207 m2 (dua ratus tuju) pada tanggal 23 Juli 2018 dengan bukti
pembelian berupa kwitansinya pembelian sebesar Rp 5.000.000,-(/ima
juta rupiah). Tanah tersebut berlokasi di Dsn.Nangka Lanung, Desa
Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batasnya
sebagai berikut :
v" Sebelah Utara berbatas dengan: tanah milik HAJA JALINAN.
v Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik JABIR ZANELA .
v' Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah TAUFIK MALIK IBRAHIM.
v Sebelah Barat berbatas dengan : MUARA

9) MULYADI
Dengan cara terdakwa Il MANSYUR HMS menjual kepada MULYADI
seluas % 1.600 m? (serbu enam ratus meter persegi) pada tanggal 12
April 2012 dengan dengan harga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta

rupiah). Tanah tersebut berlokasi di Dsn.Nangka Lanung, Desa Benete,
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Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat dengan batas-batasnya sebagai
berikut :
v' Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik Pak PURNOMOR ADJI
v' Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya
v' Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah BAKRI
v" Sebelah Barat berbatas dengan : tanah milik AGUS TONO.
Selain menjual dan menghibahkan kepada 9 (Sembilan) orang
tersebut diatas, terdakwa | JABIR ZANELA juga menjual kepada :
1) SUHADI Alias JOYO Bin SIMAN,
Dengan cara terdakwa | JABIR ZANELA menjual kepada SUHADI Alias
JOYO Bin SIMAN seluas + 200 m?2 (dua ratus meter persegi) seharga

Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sekitar awal Tahun 2013 tanpa
menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah.

2) | WAYAN YUDARSANA
Dengan cara terdakwa | JABIR ZANELA menjual kepada | WAYAN
YUDARSANA seluas + 500 mz2 (lima ratus meter persegi) seharga Rp

4.000.000,- (empat juta rupiah) sekitar Tahun 2013 tanpa menunjukkan
surat-surat kepemilikan tanah.

- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut oleh para Terdakwa kemudian
dipergunakan untuk kebutuhan sehar-hari.

- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengajukan
Permohonan Penerbitan Sertifikat yang lokasi tanahnya di Desa Benete
dengan luas Permohonan 16.104 m? (enma belas ribu seratus empat meter
persegi), tertanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor Berkas Permohonan
7949/2016 atas nama Pemohon M.Endang Arianto, S.Sos.MM dengan
melampirkan kelengkapan alas hak namun hanya sebatas permohonan
belum dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh petugas dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat sehingga pada Aplikasi
KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) belum dipetakan sehingga untuk
tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kab. Sumbawa Barat tersebut
belum terbit sertifikatnya.

- Bahwa kemudian sekitar tahun 2018 HJ. USWATUN HASANAH SARIFAH,
DAENG MAHDAR, ANNAJMUSSYAQIB, RAFIAH, TAUFIK MALIK
IBRAHIM, SUDIRMAN DAN JALINAN mengajukan permohonan sertifikat
kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat melalui

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah
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yang diperoleh dari Terdakwa | JABIR ZANELA alias JABIR Bin MURSALI
dan Terdakwa Il MANSYUR HMS. Dan atas pengajuan permohonan
sertifikat yang berlokasi di tanah Milik Aset Pemerintah Kab. Sumbawa
Barat yang terletak di Blok Nanga Bebol Dsn. Nangka Lanung Kec. Benete
Kab. Sumbawa Barat tersebut pada tahun 2018 telah terbit sertifikat
kepada 7 (tujuh) orang yaitu :

Nomor SHM L
No. Nama (Setifikat Hak uas
Milik) m
H.USWATUN
1 | HASANAH SARIFAH °15 1065
2 | DG. MASDAR 497 972
3. | ANNAJMUSSYAQIB 499 567
4. | RAPIAH 626 347
TAUFIK MALIK
5. | \BRALIM 00985 252
6. | MAKMUR MAJID 00988 814
7. | HL.JALINAN 00942 704

- Bahwa kemudian sekitar tahun 2019 sisa tanah yang belum dijual dengan

dasar SKPT Nomor:119/789/1V/2012 tersebut yaitu sekitar 1.200 m2 (seribu
dua ratus meter persegi) kemudian diajukan permohonan sertifikat atas
nama terdakwa | JABIR ZANELA bersama-sama dengan permohonan
saudara SUDIRMAN dan MULYADI (Sporadik) melalui program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan

Nasional Kabupaten Sumbawa Barat, dengan rincian sebagai berikut :

No. Nama Luas
1. | SUDIRMAN 207 m?
2. | JABIR ZANELA 1.200 m?
3. | MULYADI 1.455 m?

- Bahwa setelah ada pengajuan permohonan sertifikat JABIR ZANELA,
SUDIRMAN dan MULYADI selanjutnya Kantor Pertanahan kab. Sumbawa
Barat melakukan Ploting tanah pada aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor
Pertanahan) selanjutnya diketahui bahwa sebagian tanah yang diajukan
oleh JABIR ZANELA, SUDIRMAN dan MULYADI adalah tanah milik Pemda
Kab. Sumbawa Barat yang telah dibebaskan pada tahun 2012.

- Bahwa terhadap permohonan penerbitan sertifikat oleh Pemerintah
Kabupaten Sumbawa Barat yang lokasi tanahnya di Desa Benete dengan
luas Permohonan 16.104 m? (enam belas ribu seratus empat meter
persegi) tertanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor Berkas Permohonan

7949/2016 yang tidak ada tindak lanjutnya tersebut kemudian pada tahun
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2019 Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat Mengajukan kembali Pendaftaran Permohonan Penerbitan Sertifikat
ke Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa Barat dengan lokasi tanah yang
sama vyaitu terletak Blok Nanga Bebol di Desa Benete Kec. Maluk Kab.
Sumbawa Barat dengan luas permohonan 16.104 m? (enam belas ribu
seratus empat meter persegi), tertanggal 08 Oktober 2019.

- Bahwa selanjutnya petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa
Barat bersama dengan Pemohon dari Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa
Barat melakukan pengukuran terhadap objek yang di mohon yaitu tanah
yang terletak di Blok Nanga Bebol Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa
Barat dan setelah dilakukan pengukuran petugas ukur melakukan
pengambaran dan pemetaaan bidang tanah seluas 16.104 m? (enam belas
ribu seratus empat meter persegi)yang diajukan sertifikat tersebut dimana
hasilnya sesuai dengan peta bidang tanah Nomor 254/2019, Tertanggal 27
November 2019 maka luasnya adalah 15.834 m? (lima belas ribu delapan
ratus tiga puluh empat) meter persegi.

- Setelah petugas Ukur menyelesaikan gambar ukur dan setelah diteliti
ternyata tanah yang diukur merupakan berkas permohonan yang sama
yang mana berkas tersebut sudah pernah didaftar oleh Pemerintah Kab.
Sumbawa Barat pada tahun 2016 sehingga Kantor Pertanahan Kab.
Sumbawa Barat melanjutkan proses berkas tahun 2016 dan terhadap
berkas permohonan 2019 tidak dilanjutkan prosesnya dengan alasan
berkas yang dilampirkan sama dengan tahun 2016. Selanjutnya dilakukan
pengolahan data pada Aplikasi Pengambaran dan berdasarkan hasil
pengukuran dan pemetaaan yang telah dilaksanakan oleh Kantor
Pertanahan Kab. Sumbawa Barat yang selanjutnya dilakukan Ploting
bidang tanah pada aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) telah
terbit sertifikatnya yang dilakukan pada saat PTSL, dan setelah dilakukan
penelitian maka ditemukan Sertifikat dan Sporadik yang sebagian luasnya
masuk ke tanah Pemda KSB yang dibebaskan pada tahun 2012 untuk
pengadaan tanah di Desa Benete, dengan rincian hama sertifikat dan yang

muncul pada Ploting tanah sebagai berikut :

No. Nama Nomor SHM / Luas Yang masuk
Sporadik (m?) tanah PEMDA
KSB (m?)
1. RAPIAH 626 347 347
2. ANNAJMUSS 499 567 558
YAQIB
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3. MAKMUR 00988 814 814
MAJID

4. HJ.JALINAN 00942 704 520

5. DG. 497 972 757
MASDAR

6. H.USWATUN 515 1.065 1.065
HASANAH
SARIFAH

7. TAUFIK 00985 252 252
MALIK
IBRAHIM

- Bahwa berdasarkan data Ploting bidang tanah pada aplikasi KKP
(Komputerisasi Kantor Pertanahan) maka Kantor Pertanahan Nasional
Kabupaten Sumbawa Barat menolak pengajuan persertifikatan atas nama
SUDIRMAN, MULYADI dan Terdakwa | JABIR ZANELA alias JABIR Bin
MURSALI karena berlokasi di tanah Milik Asset Pemerintah Kab. Sumbawa
Barat. Bahwa atas temuan dari BPN Kab. Sumbawa Barat tersebut,
kemudian Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Barat melaporkan kejadian
tersebut ke Polres Sumbawa Barat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa II MANSUR HMS menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan selaku Pjs. Kepala Desa Benete yang
mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagai Kepala Desa
dengan menerbitkan SKTP (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) Nomor:
119/789/1V/2012, Tanggal 19 April 2012 atas nama JABIR ZANELA seluas
+ 7.300 m? (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) di Blok Nanga bebol Ds.
Nangka lanung Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat tanpa
mekanisme yang benar dan kemudian SKTP (Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah) tersebut oleh Terdakwa | JABIR ZANELA Bersama-
sama  Terdakwa |l MANSYUR HMS dipergunakan untuk
memindahtangankan asset dengan menjual dan menghibahkan yang
senyatanya adalah Tanah dari Pemda KSB adalah tidak sesuai dengan :

1) Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah :

- Ayat (1) Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau
bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan
dilakukan oleh:

a) Penilai Pemerintah; atau
b) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
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- Ayat (2) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan
dilakukan oleh:

a) Penilai Pemerintah; atau

b) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

- Ayat (3) Penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 58, 59 dan 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang
berbunyi :

- Pasal 58
e Ayat (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, untuk:

a) tanah dan/atau bangunan; dan

b) selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

e Ayat (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, apabila:

a) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan
kota;

b) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti
sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

¢) Diperuntukkan bagi pegawai negeri;

d) Diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan

e) Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
memiliki  kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan
ketentuan perundang-undangan, yang jika status
kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

- Pasal 59
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Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2),
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- Pasal 60 Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,-
(lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat
persetujuan Kepala Daerah.

3) Pasal 326 dan Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 yang berbunyi :

a. Pasal 326
e Ayat (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan
dilakukan oleh:

a) Penilai Pemerintah; atau

b) Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

e Ayat (2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai
izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang
diakui oleh pemerintah.

e Ayat (3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

e Ayat (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

b. Pasal 327 ayat (1)

Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam

rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim

yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat
melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Tanah Kosong yang berlokasi di JI.
Benete Dalam, Dusun Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab.
Sumbawa Barat, Prop. Nusa Tenggara Barat oleh PUNG’S ZULKARNAIN &
Rekan Kantor Penilai Publik Property Appraisal & Consultant No. File :
0065/2.0004-00/P1/12/0004/1/V11/2020 tanggal 27 Juli 2020 dengan

kesimpulan Nilai Pasar dari aset tersebut (tanah) adalah sebesar Rp
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790.370.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu

rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| N
NO OBJEK PENILAIAN LUAS (m?) m? PASAR
R
(Rp) (Rp)
Penilaian Tanah Kosong
Lokasi : JI. Benete Dalam,
- Dusun Nangka Lanung,
: Desa Benete, Kec. Maluk,
Kab. Sumbawa Barat,
Prop. NTB
a. Tanah milik RAPIAH 128.522
(SHM No. 00626/2018) 347 - 44.597.134,-
b. Tanah milik
ANNAJMUSSYAQIB 558 120.176 67.058.208, -

(SHM N0.00499/2018) '
c. Tanah milik MAKMUR
MAJID (SHM 814 133._014 108.27_3.396,
N0.00988/2018) '
d. Tanah Milik HJ.
JALINAN (SHM 520 121'_556 63.209.120,-
N0.00942/2018) '
e. Tanah milik DG.
MASDAR (SHM 757 128'_519 97.288.883,-
N0.00497/2018) '
f. Tanah milik H.
USWATUN HASANAH 1.065 136.268 | 145.124.420,
SARIFAH (SHM ' - -
N0.00515/2018)
g. Tanah milik TAUFIK
MALIK IBRAHIM (SHM 253 122'_763 31.059.039,-
N0.00985/2018) '
h. Tanah milik SUDIRMAN
(No. Sporadik) 207 97.262,- | 20.133.234,-

i. Tanah milik JABIR 945 107.110 | 101.218.950,
ZANELA (No. Sporadik) - -

j. Tanah milik MULYADI 1117 100.633 | 112.407.061,
(No. Sporadik) ] - -

Total 6.583 790.37_0.445,

Pembulatan 790.370.000,

- Bahwa dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut telah
merugikan keuangan negara sekitar Rp 790.370.000,- (tujuh ratus

Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan
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Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Sebagian Asset
Tanah Milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang berlokasi di Desa
Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat oleh Inspektorat Propinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor: 700/05-IX/LHP.Itp.sus/INSP/2020 tanggal 28

September 2020, dengan rincian sebagai berikut :

e NAMA ST)(I)KR A (rﬁz) TANAH / PASAR
(per m? Rp) (Rp)
1. RAPIAH 626 374 128.522 44 597.134
2. | ANNAIJMUSSY 499 558 120.176 67.058.208
AQIB
3. | MAKMUR 00988 814 133.014 108.273.39
MAJID 6
4, HJ. JALINAN 00942 520 121.556 63.209.120
5. DG. MAHDAR 497 757 128.519 97.288.883
6. H. USWATUN 515 1.065 136.268 145.124.42
HASANAH 0
SARIFAH
7. TAUFIK MALIK 00985 253 122.763 31.059.039
8. SUDIRMAN Sporadik 207 97.262 20.133.234
9. JABIR ZANELA | Sporadik 945 107.110 101.218.95
0
10. | MULYADI Sporadik | 1.117 100.633 112.407.06
1
TOTAL 6.583 790.370.44
5
Pembulatan 790.370.00
0
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Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat
Hukum Terdakwa | dan Terdakwa Il telah mengajukan keberatan/Eksepsi pada
tangga; 06 Desember 2021, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 16
/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr Tanggal 06 Desember 2021 yang amarnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa | dan Terdakwa Il

tersebut tidak dapat diterima;
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2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Mataram berwenang mengadili perkara ini;

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr atas nama Terdakwa | dan Terdakwa Il
tersebut diatas;

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD YUSUP, SIP dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik tanah yang menjadi objek masalah Korupsi tersebut
adalah Pemerintah Kab. Sumbawa Barat, berupa tanah datar yang
rencana akan dijadikan pasar ikan dan pelelangan ikan.

- Bahwa Pemerintah Kabapaten Sumbawa Barat memperoleh tanah
tersebut yaitu melakukan pengadaan tanah untuk beberapa lokasi ada
6 lokasi diantaranya adalah lokasi tanah untuk pembangunan pasar
dan terminal di Desa Benete dimana Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
membayar tanah tersebut kepada sdr BURHAN AGUS TONO sejumlah
Rp.314.028.000 (tiga ratus empat belas juta dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa, tanah milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang dibeli
tersebut dari Saudara BURHAN AGUS TONO di Desa Benete Kec.
Maluk Kab. Sumbawa Barat seluas 16.104 m? (enam belas ribu seratus
empat) meter persegi dengan batas — batas adalah:

e Sebelah Utara berbatasan dengan :
Muara/Jabir/Burhan/Samsuddin/Nurmain/Mahding

e Setelah timur berbatasan dengan : Mahdar/Arman Isnie Nur Astuti

e Sebelah selatan berbatasan dengan : PT.AMNT / Puling

¢ Sebelah Barat berbatasan dengan : Muara

- Bahwa, yang menjual sebagian tanah aset milik pemerintah Kab.
Sumbawa Barat adalah tersebut adalah JABIR ZANELA dan
MANSYUR HMS dan ia mengetahui hal tersebut ketika setelah
dilakukan pengukuran tanah bersama dengan BPN pada bulan Oktober
2019 dalam rangka menerbitan peta bidang tanah yang dilaksanakan
oleh BPAD bersama badan Pertanahan Negara untuk penerbitan
sertifikat tanah dan setelah terbit gambar baru diketahui kalau sebagian

tanah milik pemerintah sudah ada yang mensertifikat.
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- Bahwa, sdr JABIR dan MANSYUR mernjual sebagian tanah milik
pemerintah Kab. Sumbawa Barat kepada (delapan) orang, adapun luas
tanah yang dijual adalah 5.510 m? (lima ribu lima ratus sepuluh) meter
persegi.

- Bahwa tidak mengetahui harga tanah yang dijual dengan luas 5.510 m?
(lima ribu lima ratus sepuluh) meter persegi tersebut dan harga tanah
yang dijual tersebut bisa diketahui harga pasar secara umum dan
standar apabila sudah dilakukan penilaian oleh Jasa penilai publik atau
KPKNL (Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang.

- Bahwa, benar Tanah milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat untuk
pembangunan pasar dan terminal di Ds. Benete sudah masuk dalam
KIB (Kartu Iventaris Barang) Nomor Kode Barang : 01.01.11.05.005.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi | MADE BUDI ARTHA dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 sebagai Camat di Maluk dan mengetahui
pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ada
membebaskan lahan yang berlokasi di Desa Benete, luas lahan yang di
bebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk
pembangunan pasar dan terminal tersebut lebih dari 1 (satu) Hektar;
Desa Benete termasuk wilayah Kecamatan Maluk;

- Bahwa pernah ada pengadaan tanah untuk pembangunan pasar dan
terminal di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat,
oleh karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Camat Maluk,
berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat di tunjuk sebagai
anggota Tim pengadaan tanah di wilayah Desa Benete Kecamatan
Maluk Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa pada tahun 2012 pernah sebagai anggota Tim pengadaan
tanah untuk Pembangunan Pasar dan Terminal di Desa Benete
Kecamatan Maluk Kabapaten Sumbawa Barat dan oleh karena saat itu
saksi sebagai camat maluk sehingga ia ditunjuk sebagai anggota tim
pengadaan tanah milik Pemerintah Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat nomor 531
tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 pada lampirannya terdapat nama-
nama panitia pengadaan tanah antara lain :

V' Ir. W. MUSYAFIRIN,MM (Sekda) sebagai Ketua;
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v M. HASBY AM, SH.,MH (Asisten Tata Praja dan Kesra) Sebagai
Wakil Ketua merangkap anggota;

v" DODO SUPARDO,SH (Kepala Kantor BPN Kabupaten Sumbawa

Barat) sebagai Sekretaris merangkap anggota;

Ir. H. AMRY RAHMAN,M.Si (Kepala Bappeda) sebagai Anggota;

MASYHUR YUSUF, ST,MT PIt. (Kadis PU) sebagai anggota;

Ir. W. MUSYAFIIRIN,MM (PIt Kadis PPKAD) sebagai anggota;

Ir. MUSLIMIN, M.Si (Kadis Hutbuntan) sebagai anggota;

IBRAHIM, S.Sos MM (Kabag Adm.Pem.Umum) sebagai anggota;

ZAINUDIN, SH,MM (Kabag Hukum dan Organisasi) sebagai

A N N N N N

anggota;

v | MADE BUDI ARTHA,S.Sos, MM (Camat Maluk) sebagai
anggota;

v MASNSYUR. HMS (Kades Benete) sebagai anggota;

- Bahwa, proses pengadaan tanah tersebut yang saksi ikuti secara turun
ke lapangan adalah Pada saat peninjauan lokasi untuk pembangunan
pasar dan terminal Benete, saksi ikut turun bersama MANSYUR HMS.
(selaku PIt. Kepala Desa Benete), BURHAN AGUS TONO (selaku
penjual tanah ke Pemda), Dari Bagian Pemerintahan yaitu Kabag
Pemerintahan pak IBRAHIM, S.Sos bersama staf atau tim yang
membidangi dan lain-lainnya yang saksi tidak ingat, Selain pada
peninjauan lokasi saksi juga turun pada saat sosialisasi Yyaitu
berdasarkan Berita Acara Penyuluhan Nomor : 591/008.2/PPT/2012
tanggal 21 Mei 2012, telah dilakukan penyuluhan yang dilaksanakan di
Kantor Desa Benete dalam rangka pengadaan tanah yang dihadiri oleh
Kepala Desa Benete (MANSYUR MS), Saksi sendiri selaku Camat
Maluk, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pemilik tanah yaitu
BURHAN AGUS TONO yang intinya masyarakat menerima lokasi tanah
tersebut rencananya akan di bangun pasar dan terminal Selanjutnya
saksi juga ikut turun ke lokasi mendampingi Tim dari Bagian
pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat (NADI SUGANDI, IBU
SUSANTI, dan Pak MIRHAM dlil) untuk melakukan pengukuran yang
ikut hadir menyaksikan saat itu Saksi sendiri selaku Camat Maluk,
Terdakwa Il Plt. Kepala Desa Benete, BURHAN AGUS TONO, staf
kantor Desa Benete yang saksi tidak tahu namanya dan Tim

pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat dan
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